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PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 

Nama Benni Aguscandra 

NIP 196908081997031004 

Jabatan Kepala Dinas 

Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja 
Triwulan 

Tahunan Keterangan 
I II IV 

Sasaran Strategis 

Meningkatnya Kualitas Iklim 

Penanaman Modal untuk 

Mendukung Pembangunan Kota 

Realisasi NiIai Investasi e-SAKIP Dasar Hukum: 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Definisi; 

Realisasi nilal investasi adalah nilai penanaman modal balk Penanaman Modal Asing (PMA) dan 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi OKI Jakarta dalam satu tahun. 

Metode Peng ukuran: 

Jumlah nilai Penanaman Modal Asing (PMA) ditambah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di 

Provinsi DKI Jakarta. 

Sumber Data: 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

30,05 60,09 97,65 166,7 166,7 Triliun 

2 Terlaksananya Peningkatan 

Kepuasan Layanan Masyarakat 

Melalul Reformasi Perizinan 

Indeks Kepuasan Layanan 

Terpadu Satu Pintu 

e-SAKIP Dasar Hukum: 

Peraturan Mented PAN-RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survel Kepuasan Masyarakat 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Definisi: 

lndeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP mengacu pada Peraturan Menteri PAN 

dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hash pengukuran dart kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat 

berupa angka. 

a. OPMPTSP sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara melaksanakan 

penyelenggaraan PTSP secara daring penuh melalui sistem jakevo.jakarta.go.id. Dalam 

pelaksanaannya masih banyak yang perlu dibenahi menyesuaikan dinamika perubahan NSPK sehingga 

secara langsung teriadi perubahan pola pelayanan dan pemenuhan administrasilteknis; 

b. Pelaksanaan SKM dilakukan secara daring melalul sistem jakevo.jakarta.go.id  (kuesioner elektronik) 

setelah pemohon memperoleh izin/non izin dan bersifat non mandatory (tidak wajib mengisi); 

c. Secara teknis dalam melakukan pengisian SKM tidak dulakukan asistensi sehingga seringkali 

responden salah mendefiniskan skala atau memahami pertanyaan sehingga berpengaruh pada 

penilalan akhir; 

d. Dengan skala Ilkert (range 1-4) biasanya pemohon hanya mengisi angka 3 (balk) yang dikonversikan 

sebesar 75 yang secara psikologis sudah menggambarkan kepuasan pemohon terhadap Iayanan yang 

diberikan dan dianggap sudah cukup. Diperlukan usaha sangat keras atau biasanya pemohon sudah 

beberapa kali mendapatkan Iayanan yang dibenkan untuk pemohon mengisi angka 4 (sangat balk). 

Apabila responden mengisijawaban atas 9 sian pertanyaan sesuai dengan Pemienpan 14/2017 maka 

untuk mencapai 91 diasumsikan pemohon minimal mengisi angka 4 (100) sebanyak 6 pertanyaan dan 

mengisi angka 3(75) sebanyak 3 pertanyaan, sehinggal skorakhir pada responden tersebut menjadi 

9 1,6; 

94,02 94,02 94,02 94,02 94,02 Indeks 
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Nomor Sasaran Indikator Kunerja Sumber Data Pengukuran Kinerja 
Triwulan 

Tahunan Keterangan 

e. Mengingat beragamnya jenis izin dan tingkat pemahaman pemohon terhadap persyaratan dan 
pemenuhan admnistrasi/teknis dan penyelenggaraan PTSP melalui daring yang berpotensi teadi kendala 
teknis dan pemohon (janngan pemohon lambat, upload berkas susah) yang pada akhimya dianggap 
merupakan kelemahan sistem sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi objektifitas dalam pengisian 

SKM; dan 
f. Berdasarkan uraian diatas maka untuk mencapai target KM sebesar 91 (sangat balk) dirasa sangat berat 

untuk dicapai. 
Metode Pengukuran: 
Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB 
sesuai tusi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, 
pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen 1KM Provinsi DKI Jakarta 
untuk dilaporkan ke Kementenan PAN dan RB. 1KM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKMIJumlah 

SKPD yang melaksanakan SKM. 

Sumber Data: 
DPMPTSP 

3 Perbaikan lklim Penanaman 
Modal yang Berdaya Saing 

Score of Business Enabling 
Environment 

e-SAKIP Detnisi: 
Score of Business Enabling Environment adalah perliitungan mandiri tentang daya lank investasi di DKl 
Jakarta dengan menggunakan beberapa indikator dalam kerangka regulasi, penyediaan Iayanan publik 
dan kombinasi keduanya sehingga akan memberikan nilai tambah dalam konteks data yang lebih luas dan 

analisis iklim penanaman modal. 
Nilai EoDB: 

a. 69,6 (2020) 
b. 67,96(2019) 

c. 66,54(2018) 

d. 64,22 (2017) 

e. 61,21 (2016) 
f. 59,17(2015) 
Rata-rata peningkalan 3% 

Metode Pengukuran: 
Hasil survei kepada stakeholder terkait, yang dihitung dengan menggunakan beberapa indikator antara 
lain: kemudahan akses penzinan, lama waktu perizinan, kemudahan akses informasi investasi, kemudahan 

perpajakan, dukungan infrastruktur. 
Hash diwujudkan dalam skala: 

Kurang Menarik: <51,0 
Cukup Menarik: 51,1 - 61,0 
Menank:61,1-80,0 
Sangat Menank : >80,1 

Sumber Data: 
Kementenian lnvestasilDPMPTSPlWortd Bank 

N/A N/A NIA 73,84 7384 Nilai 

4 Pengembangan Layanan 
Berbasis Digital dan 
Aksesibilitas Perizinan 

Persentase Izin yang 
Diterbilican Secara Online 

e-SAKIP Definisi: 
Izin yang diterbitican secara online adalah penerbitan izin yang menggunakan sistem penizinan dan 

nonpenzinan 

Metode Pengukuran: 
Jumlah izin yang terbit secara online /jumlah seluwh izin yang lerbit *100% 

Sumber Data: 
DPMPTSP 

100 100 100 100 100 Persen 
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Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja 
Triwulan 

Tahunan Keterangan 
I II 

Sasaran Khusus 

5 Terselesaikannya 

Keterangan Rencana Kota 

Persentase penyelesaian 

Keterangan Rencana Kota 

(KRK) 

e-Kinejja Metode Pengukuran: 

Jumlah penyelesaian Keterangan Rencana Kota (KRK) tepatwaktu (10 han)/Total keseluruhan 

permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) * 100% 

N/A 100 100 100 100 Persen 

6 Terselesaikannya RTBL Persentase terselesaikannya 

Rencana Tata Bangunan & 

Lingkungan (RTBL) 

e-Kinelja Metode Pengukuran: 
Jumlah penyelesaian Rencana Tata Bangunan & Lingkungan (RTBL) tepat waktu (28 haii)/Total 

keseluruhan permohonan Rencana Tata Bangunan & Lingkungan (RTBL) * 100% 

N/A 100 100 100 100 Persen 

7 Tedmplementasinya 

rencana strategis 

komunikasi publik untuk 

program-program potas 

dan strategis Daerah 

Persentaseimplementasi 

rencana strategi komunikasi 

publik program prioritas dan 

strategis serta respon 

perangkat daerah dengan 

program prioritas dan 

strategis pada saat krisis 

komunikasi program 

e-Kinera Definisi: 

a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. 

b. Persentase terpublikasikannya maten komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau 

media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi Iainnya. 

c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. 

d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentarwarganet yang relevan. 

Metode Pengukuran: 

a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi kornunikasi program porhas 

dan strategis Daerah. 

b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui 

media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. 

c. Bobot 20%: PD dengan program pdodtas dan strategis membedkan respon terhadap kasis komunikasi. 

d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap 

pertanyaan/komentar warganet yang relevan. 

100 100 100 100 100 Persen 
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Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja 
Triwulan 

Keterangan 
I 

Tahunan 

8 Terwujudnya tata kelola SDI 

yang baik melalui pemenuhan 

daftar data daerah yang 

berkualitas 

Nilal kualitas data SDI e-Kinerja Dasar Hukum 

a. Feraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 

b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 

Definisi: 

Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: 

a. Aspek Ketepatan Waktu . Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data 

melalui Walidata Pendukung kepada 'Nalidata sesuai dengan jadwal. 

b. Aspek Kelengkapan Data Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh 

Produsen Data melalul Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. 

c. Aspek Keunikan si Data: Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen 

Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. 

d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data 

Formula Perhitungan 

Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + )Nilai Aspek Kelengkapan Data) + 

(Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)1 

(Rentang nilai kualitas data SD): 0-4) 

Keterangan 

a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata I Jumlah data yang wajib 

terkumpul sesuai ketetapan) 

b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah tile data yang memiliki komponen lengkap I Jumlah 

file data sesuai ketetapan) 

c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel 

kunci / Jumlah file data sesual ketetapan) 

d. Nilai Aspek Validitas Data (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file 

data sesuai ketetapan) 

Catatan 

1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dan ladwal rilis 

2. 8atas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dan jadwal rilis 

Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta 

N/A N/A N/A 3,25 3,25 Nilai 

9 Terkelolanya Keuangan Daerah 

yang Sehat, Transparan, dan 

Akuntabel 

Persentase Pelaksanaan 

Inventarisasi BMD pada 

Pengguna Barang dan/atau 

Kuasa Pengguna Barang 

e-Kinerja Definisi: 

Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna 

Barang dan Kuasa Pengguna Barang. 

Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB 

Penghitungan melalui sistem e-lnventarisasi: 

a. Bobot 5% 

PDIUKPDIUPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD 

b. Bobot 85% 

PDIUKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan 

jumlah BMD yang dimiliki 

c. Bobot 10% 

PDIUKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hash Iriventarisasi (LHI) 

5 25 55 100 100 Persen 
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Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kineria 
Triwulan 

Keterangan 
I II III 

Tahunan 

10 Peningkatan penggunaan 

produk dalam negeri 

Persentase realisasi belanja 

barang/jasa bersertifikat TKDN, 

produk dalam negeri, dan/atau 

produk usaha mikro kecil dan 

koperasi dan hash produksi 

dalam negeri 

e-Kinerja Dasar Hukum 

a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; 

c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;dan 

d. lnstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan 

Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka 

Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah 

Definisi: 

a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan 

yang diproduksi atau dikenjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di 

Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeni 

(self declare) 

b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Penindustrian yang 

menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 

c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial 

barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) deagan kode rekening: 

5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 

5.1.06.03.02.0001 - 6eIanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok 

Masyarakat 

5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

5,2.04 - Belanja Modal Jalan, Janirigan, dan Inigasi 

5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

5.2.06 - Belanja Modal Lainnya 

Metode Pengukuran 

Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk 

usaha mikro kecil dan koperasi dan hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan reahisasi 

(SPJ) Belanja Pengadaan. 

Sumber Data: 

a. Bigbox LKPP 

b. Sistem Informash Pemenintah Daerah (SlPD) P3DN Kementenian Dalam Negeni atau Sistem 

lnforniasi Pemenintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta — BPKD 

N/A 30 N/A 80 80 Persen 
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Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kunerja 
Triwulan 

Tahunan Keterangan 
II III 

11 Templementasinya 

Pengembangan 

Kompetensi PNS 

Pemerinlah Provinsi DKI 

Jakarta 40 Jam Pelajaran 

per tahun 

Persentaselmplementasi 

Pengembangan Kompetensi 

PNS Pemetatah Provinsi DKI 

Jakarta 40 Jam Pelajaran per 

tahun 

e-Kinea DasarHukum: 

a. Peraturan Pemeiintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat 

(4) Pengembangan kompetensi bagi seflap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling 

sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. 

b. lnstruksi Sekreteds Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi 

Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. 

Definisi: 
Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai lnstnjksi Sekreteds Daerah Nomor 29 

Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat 

puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi 

dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id  

Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. 

Metode Pengukuran: 

[(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024/40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)] 

Sumber Data: 

Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM 

N/A N/A N/A 100 100 Persen 

12 Meningkatnya Manajemen 

Pengetahuan 

Persentase penyelesaian 

tahapan manajemen 

pengetahuan 

e-Kinea Dasar Hukum: 

Peraturan Gubemur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. 

Detinisi: 
Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id  

Metode Pengukuran: 
Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkurnpul sesuai batas 

waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama 

tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). 

Sumber Data: 

htlps:llkm-bpsdm.jakarta.go.id 

N/A N/A 50 50 100 Persen 
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Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja 
Triwulan 

Tahunan Keterangan 

13 Implementasi Penerapan 

Manajemen Risiko 

Persentase Implementasi 

Penerapan Manajemen Risiko 

e-Kinerja Dasar Hukum: 

a. Peraturan Gubemur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemetintah 

Provinsi DKI Jakarta 

b. Keputusan Gubemur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Stmktur Manajemen Risiko di Pementah 

Provinsi DKI Jakarta 

Definisi: 

Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis 

dan Rencana Keija Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: 

a. Komunikasi dan konsultasi; 

b. Penetapan konteks; 

c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); 

d. Penanganan Risiko; dan 

e. Pemantauan. 

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren 

perubahan besaran/Level Risiko 

Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. 

Formula Pengukuran: 

[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) I (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai 

batas waktu pengumpulan pada nwulan 4)] x 100% 

Output Sasaran: 

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko 1W II 

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko 1W IV 

Metode Pengukuran: 

Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh 

Inspektorat: 

Tiiwulan II: 

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko 1W II 

Inwulan IV: 

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko 1W IV 

N/A 50 N/A 100 100 Persen 
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Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Ktnerja 
Triwulan 

Tahunan Keterangan 
I III 

14 Tercapainya Target Kineija 

Anggaran atas Aspek 

Implementasi 

Persentase Nilai Kinea 

Anggaran atas aspek 

Implementasi 

e-Kineqa Dasar Hukum: 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan inlormasi Keuangan Daerah dan 

diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubemur dalam melakukan 

evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." 

Definisi: 

Kinea Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 

a. Kinea Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran. 

b. Evaluasi Kineja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kiner]a Anggaran yang dilakukan 

untuk menghasilkan inIorrrrasi Kiner]a mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan 

keg iatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. 

Kinea Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagal 

bekut: 

1) Pengukuran Capalan Keluaran kegiatan/subkegiatan: 

- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Keg iatan dengan target 

indikator Keluaran (Output) Kegiatan. 

Sumber Data e- SAKIP 

2) PenyerBpan Anggaran: 

- diukurdengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. 

Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id  

3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: 

- dilakukan dengan membandingkan setsih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran 

sebenamya. 

- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian 

Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. 

- Pengeluaran sebenamya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian 

Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. 

Sumber Data: 

a) data capaian Keluaran (Output) Keg iatan/Subkeg iatan sumber data e-sakip; 

b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan 

c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 

4). Konsistensi Penyerapan Anggaran tertiadap Perencanaan: 

- dilakukan dengan mempertiitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penankan dana 

seap bulan. 

Sumber Data : proyeksi APBD 

Bobot masing-masing vanabel Aspek Implementasi sebagai berikut: 

Bp = 9,7% 

BK = 18,2% 

Bckk=43,5% 

BE = 28,6% 

Bp: Bobot penyerapan anggaran 

BK: Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan 

Bckk: Bobot capaian keluaran 

BE: Bobot efisiensi 

Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan: 

~ 60 = Rendah 

>60s.d70=cukup 

>70 s.d 90 = Baik 

>90 s.d 100 = Sangat Baik 

NIA N/A N/A 71 71 PerBen 
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Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja 
Triwulan 

Tahunan Keterangan 
I IV 

Sasaran Operasional 

15 lerselesaikannya Tindak 

Lanjut Arahan Gubemur 

Persentase capalan 

penyelesaian Tindak Lan jut 

Arahan Gubemur 

e-Kineija Metode Pengukuran: 

(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubemur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk 

arahan Iainnya) / Jumlah TL Arahan Gubemur) x 100% 

100 100 100 100 100 Persen 

16 Meningkatnyapenyelesaian 

pengaduan masyarakat 

Persentasecapaian 

penyelesaian pengaduan 

masyarakat 

CRM MetodePengukuran: 

Jumlah Realisasi IL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100% 

100 100 100 100 100 Persen 

17 lerselesaikannya tindak 

lanjut rekomendasi ternuan 

hash pemeriksaan ekstemal 

(BPK) 

Persentase progress 

penyelesaian findak lanjut 

rekomendasi temuan hash 

pemeriksaan ekstemal (BPK) 

e-Kinea Metode Pengukuran: 

(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat 

Daerah dan IJKPD dibawah koordinasinya I jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 

2005 dan seterusnya) x 100% (Veritlkasi oleh Inspektorat) 

25 25 25 25 100 Persen 

Pj. GubemurDaerah Khusus 
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